BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN

MASYARAKAT

A. Lingkungan Hidup Pada Umumnya
1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang
maha esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, meupakan rakhmat dari
pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar
dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan Rakyat
Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan
kualitas hidup itu sendiri.

Kebijakan umum tentang ligkungan hidup di Indonesia, telah
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan
ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan
mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian
masalah lingkungan hidup, banyak para akhli memberikan definisi atau
arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan
didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Emil Salim mendifinisikan lingkungan hdup sebagai :
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“Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat
dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang
hidup termasuk kehidupan manusia’’?

Hal serupa dikemukakan oleh Soemarwoto, namun dalam

perspektif yang berbeda, bahwa :

“Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam
ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan Kita.

Secara teoritis ruang itu tdak terbatas jumlahnya, oleh karena

misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya’’2

Begitu juga Husein yang menyatakan :

“Lingkungan hidup mengandung mengandung arti termpat, wadah
atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang
berhubungan dan saliong pengaruh-mempengaruhi satu sama lain,

baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-

makhluk itu dengan alam sekitarnya’’®

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk
makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi
sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk
kelangsungan hidupnya. Di Indonesia perangkat peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang liongkungan hidup diytuangkan dalam
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan

! Abdurahman,Op.Cit, him 17

2 1bid, him, 8.

3 Harum .M.Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya, Bumi
Angkasa, Jakarta, 1995 ,him. 6
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penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup
Alwan Farisy, menyatakan bahwa :

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”*

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas
tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan nerkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhdan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan
terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke
dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan,
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran penglolaan lingkungan hidup adalah: (a) tercapainya
keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan

hidup; (b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup

4 http://farisyalwan.blogspot.com, Diakses tanggal 16 Januari 2017



http://farisyalwan.blogspot.com/
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yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan
hidup ; (c) terjaminnya kepentingan generasi masa Kini dan generasi masa
depan; (d) tercapainya Kkelestarian fungsi lingkungan hidup; (e)
terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; (f) terlindunya
NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara
yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat
untuk menumbuhkan kemampuan masyrakat sebagai pelaku dalam
pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku
pembangunan yang lain.

Meningkatnya kemampuan dan kepelopran masyarakat akan
meningkatkan efektivitas peran masyarajat dalam pengelolaan lingkungan
hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampunglingkungan
hidup. Kemapuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup,
sedangkan daya tamp lingkungan hidup hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain

yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.
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3. Batasan-batasan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan
sebutan Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian tersebut diatas,
maka Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas meuwujudkan
tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, yaitu terlindunginya segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tecapainya kesejahteraan
umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa
Indonseia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya merupakan asset negara,
sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, secara jelas
dinyatakan bahwa pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyat.
Atas dasar hal tersebut, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat
dimasa yang akan dating atau dengan kata lain disebut sebagai
pembangunan berkelanjutan pembangunan yang dilaksanakan harus

berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
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Setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu
dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada
dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaanya dalam suatu
sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dinamakan baku
mutu lingkungan hidup, sedangkan kriteria baku kerusskan lingkungan
hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki
Analsis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Amdal). Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan
Hidup, yang dimaksud Amdal adalah kajian mengenai dampak penting
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelnggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Lingkungan Hidup Berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dipahami bahwa dalam praktiknya pembangunan mempunyai

dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,

Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak yang telah menyebabkan
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pencemaran dan kerusakan tersebut dengan mengajukan tuntutan
membayar ganti rugi dan upaya pemulihannya. Pembangunan yang hanya
didasarkan pada aspek ekonomi semata, selama ini telah berdampak
negative pada kondisi lingkungan hidup. Teori-teori ekonomi dimasa lalu
yang lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya sebesar-besarnya
untuk mendapatkan keuntungan maksimal telah menyebabkan kelangkaan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan
dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang
mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup. Selain mempunyai hak. Setiap orang bnerkewajiban memelihara
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan infromasi yang benar
dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya
dilakukan dengan cara sebagai berikut, Pertama, meningkatkan
kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan
keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan
kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam peneglolaan lingkungan

hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.
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Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelopran masyarakat.
Meningkatnya kemampuan dan kepelopran masyarakat akan
meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam peneglolaan lingkungan
hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat akan
semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif, Keempat,
memeberiakn saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan Informasi dan
/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan
akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah
lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Hak dan Kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik apabila
subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalanm rangka
pengelolaan lingkungan hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai hak,
termasuk manusia di dalamnya, untuk melangsungkan hidupnya dalam
suatu lingkungan. Berbagai peraturan dan perundang-undangan telah
mengatur dan membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan
hidup. Perlindungan tersebut semakin kuat, yaitu dengan diaturnya secara
esplisit mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hokum terhadap
pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cara yang paling
efektif untuk melindungi lingkungan hidup, Pengaturan mengenai
perlindungan terhadap lingkungan hidup berkaitan dengan masalah hak
untuk hidup, hak atasa kesehatan, hak untuk berusaha, hak untuk

berkembang, babas dari gangguan atas hak milik, sampai dengan
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pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. Hak-hak
tersebut merupakan hak yang paling dasar yang dimliki oleh manusia.
Hal ini sebagaimana dikatakan David Hunter (seorang pakar

hukum lingkungan internasional), bahwa :

“Human rights not only as model for the progressive
development of internasional environmental law, but as a
potential independent tool for protecting the environmental *

Pemahaman tersebut menunjukan, bahwa dengan memehami dan
mengakui hak asasi manusia berarti juga meloindungi lingkungan hidup
sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development), hal ini karena mengakui dan
melindungi hak asasi manusia merupakan cara yang potensial untuk
melindungi lingkungan hidup.

B. Pengaturan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat sebagai upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

° David Hunter et.al, International Development Law dan Policy, Foundation press, New York, 1998,
him 1305
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yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan, dan penegakan hukum, Dengan keberadaan Undang-Undang

tersebut, maka dapat digunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan,

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaran-

pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Undang-Undang No0.32 Tahun 2009, Pasal 3 juga menjelaskan

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai

berikut :

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;

menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

mencapai  keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
lingkungan hidup;

menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan
generasi masa depan;

. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan

hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara

bijaksana
mewujudkan pembangunan berkelanjutan;dan
mengantisipasi isu lingkungan global”

Undang-Undang lingkungan hidup antara lain berisi hak |,

kewajiban, wewenang dan ketentuan pidana yang meliputi berikut ini :
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a. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat.

b. Setiap orang berkewajiban memelihara dan mencegah serta
menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan

c. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut di
atur dengan perundang-undangan.

d. Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalainya
melakukan  perbuatan yang menyebabkan rusaknya
lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup diancam
pidana penjara atau denda. Upaya pengelolaan lingkungan
hidup yang diatur dalam undang-undang belumlah berarti
tanpa didukung adanya kesadaran manusia aka arti penting
lingkungan serta kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat
ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang.

2. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
warga negara Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
merupakan tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam pelaksanaanya sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 4, Undang-Undang No0.32 Tahun 2009 meliputi ruang lingkup
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sebagai berikut : (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendaliaan; (d)
pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang
berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan yang jelas, serta harus adanya
konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Khusus terkait dengan pengendalian, Pasal 13 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
dilaksanakan dalam rangka pelestaraian fungsi lingkungan
hdup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pencegahan
b. Penangulangan;dan
c. Pemulihan”

Undang-Undang No0.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup juga menjelaskan dengan tentang
pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran
lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat,
energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah
ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui
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kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kerusakan
lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung
terhadap sifat fisik ,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga hal tersebut diatas menyebabkan terjadinya perubahan
lingkungan. Perubahan tersebut berakibat mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan, Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia
menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebgian
dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan
lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula
karena faktor alami. Dampak dari perubahaanya belum tentu sama, namun
akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta, mengawasinya.

. Tanggung Jawab Hak Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup, dengan jelas mengamantkan bahwa dalam
pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dan didasarkan pada
daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup. Untuk itu, dalam
pemanfaatanya harus didasarkan pada RPPLH (Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pasal 12, menyatakan bahwa :

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan
RPPLH.
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(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan
berdasarkan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup
dengan memperhatikan
a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyrakat”

Ketentuan RPPLH tersebut, maka dalam pemanfaatan lingkungan
hidup akan senantiasa memperhatikan hak asasi manusia untuk
mendapatkan hidup sehat terpenuhi. Setiap kegiatan usaha mempunyai
kewajiban melestarikan dan memelihara lingkungan hidup. Pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi sebagai akibat kegiatan usaha
cenderung disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum oleh aparat
penegak hukum selama ini, sehingga aktivitas pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup tetap marak dan kian mengkhawatirkan.

Kegiatan usaha yang telah menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup diakibatkan tidak mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah pengabaikan
terhadap ketentuan AMDAL. Salah satu alat perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan adalah
keharusan untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL). AMDAL merupakan instrument pengelolaan lingkungan dan
menjamin upaya-uapaya koservasi. Hasil Studi AMDAL, merupakan

bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Adapun
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tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas
lingkungan serta menekan pencemaran, sehingga dampak negatifnya
menjadi serendah mungkin.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengatur tentang sanksi pidana
kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan
berupa sanksi kurungan badan dan denda karena telah melakukan tindak
pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Instrumen pidana ini
sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk menantisipasi
perusakan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimatum remedium,
dimana tuntutan pidana merupakan akhir matarantai yang panjang.
Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat yang merugikan
terhadap lingkungan hidup.

Takdir Rahmadi, menyatakan bahwa :

“setidaknya ada dua alas an tentang mengapa sanksi pidana
diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan seperti harta benda dan kesehatan juga
untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda
kesehaatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan
karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan
kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang
kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua,
pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk
memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi
pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah
memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat
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usaha dadan pengumuman melalui media massa yang dapat
menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan”®

4. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pemerintah  menetapkan  kebijaksanaan  nasional tentang
pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang
adalah proses perncanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang, Pengelolaan lingkungan hidup,
dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber
daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya,
keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  hidup  Pemerintah
berkewajiban mewujudukan, menumbuhkan, mengembangkan dan
meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab :

a. para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,

. Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,

c. kemtiraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah
dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tamping
lingkungan hidup,

d. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin
terpeliharanya daya dukung dan daya tamping lingkungan
hidup,

® Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Bahaya Dan Beracun, Airlangga University press,
Surabaya 2003, him. 26.
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mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat
preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penuruan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah
lingkungan,

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang
lingkungan hidup

Menyediakan informasi lingkungan hidup dan
menyebarluaskan kepada masyarakat, dan

Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga
yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Khusus tugas dan wewenang Pemerintah Daerah(kabupaen kota)

diatur dalam pasal 63 ayat(3), menyatakan :

“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

a.
b.
C.

menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
kabupaten/kota;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal
dan UKL- UPL,;

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi
gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan
kemitraan;

mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan
hidup;

memfasilitasi penyelesaian sengketa;

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan
lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan standar pelayanan minimal;

melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak
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masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

I.  mengelola informasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem
informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan
penghargaan;

0. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.

C. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan Pada Umumnya

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sebutan
Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian di atas, maka Pembangunan
Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara untuk melaksanakan tugasa mewujudkan tujuan nasional yang
temaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia; tercapainya keejahteraan umum dan kehidupan
banga yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa indonesia dalam
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3),

menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
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dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”’

Berdasarkan aturan dasar tersebut di atas, jelas pembangunan yang
dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa yang akan
datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan,
pembangunan Yyang dilaksanakan harus berorientasi pada pelestarian
lingkungan hidup.

Pengertian mengenai “pembangunan’® masih merupakan
perdebatan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada disiplin ilmu yang paling tepat
memberikan arti mengenai “pembangunan’’.

Pendapat sejumlah akhli, menyatakan :

1. Menurut Nugroho dan Rochim Dahuri, menyatakan :

“Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi
untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada
setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang

paling manusiawi’’ ’

2. Siagian, menyatakan :

“Pembangunan sebagai suatu usaha atauu rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahaan yang berencana dan dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa yang berencana dan dilakukan secara sadar
oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,menuju modernitas dalam
rangka pembinaan bangsa (nation building)

3. Ginanjar Kartasasmita, menyatakan :

7

Syamsiah badrudin, Teori dan Indikator Pembangunan,

http://profsyamsiah.wordpress.com/2015/06/26/pengertian-pembangunan,26 Maret 2015.

& Ibid, him 17.


http://profsyamsiah.wordpress.com/2015/06/26/pengertian-pembangunan,26
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“Pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih
baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana’’ °
Berdasarkan pengertian sejumlah ahli di atas, dapat disimpulkan

bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan
suatu kondisi kehidupan bernegara dan mermasyarakat yang lebih baik dari
kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan
menunjukan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak haru
terjadi dalam pembangunan.

Hal tersebut di jabarkan secara eksplisit dalam Pasal 1 butir (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan’’

2. Pengertian Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa :

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah pedagang lebih dari

® Ibid, hlm 17.
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satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar, pertokoan, mall, plasa, pusat
perdagangan maupun sebutan lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pasar
merupakan area yang diperuntukan untuk kegiatan jual beli yang memuat
pedagang lebih dari satu.

3. Peran Masyarakat

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi dapat kita lihat dalam Undang-Undang No 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat
(1) menyatakan bahwa Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama
dan seluas-seluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat
Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan lzin Lingkungan
Pasal 1 menyatakan bahwa “Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses
analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan
dimaksudkan sebagai acuan:

a. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai
dampak lingkungan hidup; dan
b. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan.”
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Bahwa keseluruh peraturan perundang-undangan tersebut meletakan
prinsip-prinsip dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan
izin lingkungan.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Kasus pencemaran dan atau perusakan semakin martak terjadi
sehingga memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh dan
berkesinambungan, hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk
melindungi lingkungan dan memeberi manfaat kepada masyarakat, artinya
peraturan tersebut dibuat ungtuk kepentingan masyarakat. Hukum lingkungan
menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan
manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran,
perusakan, dan merosotmya kualitas lingkungan mutu serta menjamin
kelesatriannya agar dapat secara langsung digunakan oleh generasi sekarang
maupun generasi yang akan datang.

Pencemaran dan perusakan lingkungan akan selalu ada korban dalam
artian sebagaio pihak yang dirugikan itu berupa orang perorangan, masyarakat
ataupun Negara, maka pihak atau pelaku usaha yang menimbuilkan
pencemaran dan perusakan wajib untuk memberikan ganti rugi di samping
adanya beban untuk memulihkan akibat pencemaran dan perusakan yang telah
ditimbulkannya, sebagaimana yuang dinyatakan di dalam pasal 87, Undang-
Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah
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merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk
melesatrikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang
berkesinambungan, oleh karena itu wajar bilamana mereka yang melanggar

itu dibebani ganti kerugian.



